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7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lemba-
ran Negara Nomor 3692) 3

8. Keputusan Menteri Pariwisata, Fos dan Telekomunikasi Nomor
KM.70/PW.105/MPP/8% tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum 3

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Ferubahan ;j

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Fajak Daerah
dan Retribusi Daerah 3

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah 3

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah j

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Femerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwi-
sataan kepada Daerah Tingkat II j

14. Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di  Ling
kunaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun
1988 Nomor 8) .

Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak .

MEMUTUS KAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  DEMAK
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA .

BAB 1
KETENTUAN UMUM
FPasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 3

b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
Demak 3

c. Pemerintah .<««s.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Demak 3

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Demak 3

Tempat FRekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, dan
olah raga yang dimiliki oleh dan atau dikelola oleh
Femerintah Daerah 3

Fetribusi Daerah selanjutnya disingkat retribusi adalah
penungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah karena menikmati tempat-
tempat rekreasi dan atau mempergunakan fasilitas olah raga ;

Fejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesual peraturan perundang-undangan yang
berlaku 3 ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perse-
roan terbatas, pefseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi
atau organisasi vang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

Surat EKetetapan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat

BEKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi

vang terutang 3

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi administratif berupa bunga atau denda 3

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Demak .

BAB II
NAMA, OBYEE DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipun-

(2)

agut Retribusi Daerah atas jasa vang disediakan oleh
pemerintah daerah berupa tempat—-tempat rekreasi dan olah
raga .

Obyek Retribusi adalah tempat—-tempat Rekreasi dan 0Olah
Raga .

(3) Obyek s.vss
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(3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (Z2) meliputi :
. makam Raja-raja/Sultan di Masjid Agung Demak 3
b. makam Sunan Kalijogo di Kadilangu j;
c. arebeqg besar 3
d. syawalan Morodemak ;
e. stadion FPancasila i
f. gedung Olah raga 3
a. Lapangan tenis 3
h. tempat—tempat rekreasi olah raga lainnya .

-

Pasal 3

{1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum
vang memanfaatkan dan atau menikmati tempat-tempat rekreasi
dan olahraga .

(2) Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum vyang
memanfaatkan dan menikmati tempat rekreasi dan olah raga
berkewajiban untuk membayar retribusi rekreasi dan olah
FAaga .

BAB II1I
GOLONGAN RETRIBUSI
Fasal 4

Retribusi Tempat Rekretasi dan Olahraga termasuk golongan
Retribusi Jasa Usaha .

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Fasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwenzsi pemakaian
tempat rekreasi dan olahraga .

BABR V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAFAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Fasal &

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada
tujuan untuk mencari keuntungan yvang layak dan sebagail penggan-
ti biava investasi, pemeliharaan dan penyelenggaraan .

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUGI
Pasal 7

Besarnva retribusi rekreasi dan olah raga adalah sebagaimana
terdapat dalam Lampiran FPeraturan Daerah yang merupakan bagian

tak terpisahkan dengan FPeraturan Daerah ini .

BAB VII ......
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BAR VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Fasal a8

Retribusi terutang dipungut meliputi seluruh daerah .

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Retribusi terutanag dalam masa retribusi terjadi pada saat
ditetapkan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan .

BAR IX
TATA CARA PEMUNGUTARN
Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .

(2) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan .

BAEB X
SANKSI ADMINISTRASI
Fasal 13

Dalam hal waiib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya
retribusi vang terutang yang tidak atau kurang bayar dan dita~“
gih dengan menggunakan STRD .

BAR XI
TATA CARA FPEMBAYARAN
Fasal 12

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain vyang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu Yang
ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKR Jabatan dan SER
Tambahan .

(2) Apabila pembayvaran retribusi dilakukan di tempat lain
vang dituniuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke
Kas Daerah selambat-lambatnya 1 % 24 jam .

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu
vang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat ® G R
maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda
sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD .

Pasal 13 e,
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Pasal 13
Pembavaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas .

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
diberikan tanda bukti pembayaran .

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi
ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan vang ditentukan .

Anagsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (3) harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut .

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retri-
busi sampai dengan batas waktu vyang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan .

Persyvaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud
avat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Fasal 14

Terhadap Wajib Retribusi akan dilakukan penagihan apabila
sampai dengan waktu sebagaimana vyang ditetapkan tidak
melakukan pembayaran .

Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retri-
busi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jjatuh tempo
pembayaran .

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajiib Retribusi harus melunasi retribusi vang terutang .

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang seje-

nis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
Pejabat vang ditunjuk .

BAB XIII ..cacee
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BAB  XIII
FEWENANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

{1) kepala Daerah atau pejiabat yang ditunjuk berdasarkan p&rac-
honan Waiib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan
pembebasan retribusi .

{2} Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala
Dasrah .

BAER XIV
EETENTUAN FIDANA
Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaljibannya seée-
hinagga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan
paling lama & (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali
jumlah retribusi yang terutang .

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelang-
garan .

BAR XV
PENY IDIKAN
Pasal 17

'(1) Pejabat Fegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagal Penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retri-
busi daerah . ¢ ;

{2) Wewenana Fenvidik sebagaimana dimaksud pada avyat (1)
adalah @

=

b.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah agar keterangan/laporan tersebut menjar
di lebih lengkap dan jelas 3

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yvang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah tersebut i

C. MENEFriMa o.coee



. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah g

d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen—-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut ;

2. melakukan pengaeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen—dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan
tuagas penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi
daerah 3

a. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pade saat pemeriksaan sedang ber-
langsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e j

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah 3

i. memangail orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi

i. menghentikan penyidikan g

k. melakukan tindakan lain yang perlu uwuntuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan j

(3} Fenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Fenuntut Umum sesuai dengan ketentuan vang diatur
dalam Undang—undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana . &

Fasal 18
Hal—-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenal
pelaksanaannva .

BAB XVI .....



_DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA D

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 20 Tahun 19877 dengan
segala perubahannya tentang Grebeg Besar dan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1988 dengan
segala perubahannya tentang Sumbangan Biaya Pemeliharaan Tempat-
tempat Bersejarah di Kabupaten Daerah Tingkst [I Demak dinyatakan
tidak berlaku lagi

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

Ditetapkan di Dgjak
pada tanggal 30 April 1988

dH TINGEAT II

o “kNBURATEN DAERAH TINGKAT II N
1’?0‘ T ‘,E A B ¢ :
,§
\ ¢ '
\t;‘ 4 5 LI » /
3 M BSOEM HIDJT SUWITO
satam Negeri RI

Nomor Q74e33=471 tanggal 18 Mei 1999 .

Diundangkan pada tanggal 5 Juni 1999 dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 17 Seri
B Nomor 4 . 7

S LAYAH/DAERAH
TIN II DEMAK

Lo

Pembina Utama Muda
NIP. 010065792
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PENJELAS AN
ATAS
FPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT II DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

FPENJELASAN UMUM

Dalam ranaka lebih memantapkan otonomi daerah vyang
nvata, dinamis, serasi dan bertanggung Jjawab pembiayaan dan
pembangunan daerah vang bersumber dari Pendapatan Asli  Daerah
khususnya vyang berasal dari retribusi daerah harus dipungut
dan dikelola secara lebih bertanggung jawab .

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh FPemerin-
tah Daerah untuk tujuan kepentingan umum diarahkan agar tidak
menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan
pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan semakin pengenaan
Retribusi Daerah perlu disederhanakan. Retribusi Tempat Rek-
reasi dan 0Olah Raga ini sesual dengan Pasal I Feraturan
Femerintah Nomor 20 Tahun 1997 adalah termasuk jenis retribusi
jasa usaha, dimana obyeknya adalah pelayanan yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Oleb
karena itu Pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas
pengaunaan pemanfaatan jasa usaha yang khusus disediakan oleh
Femerintah Daerah.

Adapun vang menjadi obyek retribusi dalam Peraturan
Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. makam Raja—-raja/SBultan di Masjiid Agung Demak j

2. makam Sunan Kalijogo di Kadilangu

3. Grebeg Besar 3

4, Svawalan Morodemak 3

5. Stadion Pancasila 3

&. Gedung Olah Raga

7. Lapangan Tenis 3

8. Tempat—-tempat rekreasi dan oclah raga lainnya .

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan
Fasal 58 avat (2) Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 maka Retri-
busi Daerah harus diatur dengan Feraturan Daerah.

FENJELASAN FASAL DEMI PASAL .

Fasal 1 : Pasal ini memuat pengertian yang dipergu-
nakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan
adanya pengertian tentang istilah terse-
but dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan FPasal—-pasal




Pasal

2 s.d 20

[ 3]

vang bersangkutan sehingga Wajib Retri-
busi dan aparatur dalam menjalankan hak
dan kewajibannya dapat berjalan dengan
lancar dan akhirnya dappat dicapai tertib
administrasi. Pengertian ini diperlukan
karena istilah-istilah tersebut mengan—
dung pengertian vyang baku dan teknis
dalam bidang retribusi .

Cukup jelas .

=mmmmmmmmmzsQOQ00Es s s s o s



olah raga dikenakan retribusi yang diatur sebagai berikut

I.

IX.

LAMFIRAN : FERATURAN DAERAH KABUFATEN
TINGKAT II DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 1998

DAERAH

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DAN OLAH RAGA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum vang memasuki,
menikmati dan atau mempergunakan tempat rekreasi, pariwisata dan

1. Makam raja/Sultan di kompleks Masjiid Agung Demak dan
Sunan Kalijogo di Kadilangu, dikenakan retribusi
sekali masuk 3

a. dewasa sebesar Rp. 300,00 j L eI

b. anak-anak sebesar Rp. 200,00 3 |

¢. rombongan lebih dari 100 (seratus) orang diberikan

potongan sebesar 10 % (sepuluh persen) .

2. Feramaian Grebeq Besar, Syawalan Morodemak untuk

masuk dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,00 . ;ﬁ@b.-
Tempat Olah Raga
1. Btadion Pancasila .
a. Pemakaian untuk pertandingan olah raga :

-~ pelajar/mahasiswa sebesar FRp. 40.000,00 /
pertandingan j

= wmum  tingkat lokal sebesar Rp. SO.000,00 /
pertandingan i

L]

Makam ()
untuk )

7,

Lali

sekall

sekall

- umum tingkat regional sebesar Rp. 100.000,00 / sekali

pertandingan .
b. Pemakaian untuk latibhan bagi klub olah raga :
1. Dari pukul 06.00 s.d pukul 1Z2.00

- pelajar/mahasiswa sebesar Rpp. 2.500,00
= umum sebesar Rp. 7.500,00

2. Dari pukul 12.00 s.d pukul 18.00 :
- pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 2.%00,00
- umum sebesar Rp. 10.000,00

c. Pemakaian untuk kepentingan bisnis dan kepentingan
lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp. JI00.000,00

tidak termasuk penggunaan lampu penrangan untuk
pakai / per hari .

d. Pemakaian

sekalil
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d. Pemakaian untuk kegiatan sosial dan atau keagamaan,
dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 tidak terma-
suk lampu penerangan untuk satu hari .

e. Untuk kegiatan upacara FParpol dan BGolkar dibebaskan
dari biaya .

Gedung Olah Raga .
7.1. Pemakaian untuk pertandingan olah raga :

a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 12.00 dan dari pukul
12.00 s.d pukul 18.00

- pelajar sebesar Rp. 25.000,00

- umum sebesar Rp. 60.000,00
b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00

~ pelajar sebesar Rp. 30.000,00
- umum sebesar Rp. 100.000,00
2.2. Pemakaian untuk latihan bagi klub olah raga @
a. Dari pukul 06.00 s.d pukul “"18.00 =
~ pelajar sebesar Rp. 2.000,00/pef72 (dua) Jjam
- umum sebesar Rp. 4.000,00/per 2 (dua) jam .
b. Dari pukul 0&6.00 s.d pukul 22.00 :
- pelajar sebesar Rp. 3.000,00/per 2 (dua) jam

- umum sebesar Rp. 4.000,00/per 2 (dua) Jjam .

rJ
o

Pemakaian untuk kepentingan lain atau yang bersifat

bisnis :

a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 18.00 dikenakan retri-
busi sebesar Rp. 130.000,00

b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retri-
busi sebesar Rp. 200,000 ,00

Pemakaian huruf a dan b dengan lampu penerangan
maksimal 1.400 .MWatt, selebihnya menjadi tanggung
jawab pemakai .

2.4. Pemakaian untuk kegiatan yang bersifat sosial dan
keagamaan :

a. Dari pukul 046.00 s.d pukul 18.00 dikenakan retri-
busi sebesar Rp. 50.000,00 .

b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retri-
busi sebesar Rp. 75.000,00 .

Lapangan Tenis

1.

Femakaian untuk pertandingan :

a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 12.00 dikenakan retribusi
sebesar Rp. 30.000,00 .

b. Dari «semes



b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retri
busi sebesar Rp 50.000,00 .

2. Pemakaian untuk latihan bagi Klub Olah Raga :
a. Dari pukul 08.00 s.d pukul 12.00 dikenakan retri-

busi sebesar Rp 10.000,00

b. Dari pukul 12.00 s.d pukul 18.00 dikenakan retri-
busi sebesar Rp 10.000,00

¢. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retri-
busi sebesar Rp 20.000,00 .
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